PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

EoPUTlUsAN ProSIDil fEPUBTLIK TNDONESTA
No., 287 LAHUN 19064,

Kakl, PuosIDiN REPUBLIK THDOLSSIA,
Menimbang : bahwa :

a. Perusahaan Reproduksi & Pertjetalian deri Direktorat Topo-
grafi angkaven barat berdasarkan Undang-Undang No.l tahun
1961, Prp. 1#o.19 tahun 1960 sudah harus berhenti sebagai
Indische Zedrijven Wet ; .

b. Diwvecktorat Wopozrafi Angkeatan Darat beserta Perusahaan
Reprodultsi & Pertjetakannja merupakan satu-—-satunja Badan
Pemetaan Wegara dan sumber pebta bagl Wegara Jang memiliki
installasi lengkap

c. djasa-djasa/hasil karjanja dalam bidang pemetaan, baik
untuk scebagzian maupun untuk keseluruhannja, diperlukan
cuna memenuhi kebutuhan semua instansi Pemerintah dan

@ swasta ; ' :
. d. Pembangzunan liasional Semesta Berentjana setjara mutlak

memerlukan peta -

e. pembuatan peta memerlukan pembeajaan jang besar ;

f. peta merupakan kepentingan bagi umum, akan UTetapi merupa-—
kan bahan Jjeng harus diawasi.

Mengingalt : 1. pasal 4 ajat 1 Undang-Undang Dasar ;
2. pasal 10 Undang-Undang Dasar ;
3. Undang-Undang Ho.l tahun 1961, Prp. No. 19 tahun 1960,
4. Keputusan Presiden No. 239 Tahun 1964;

Mendengar : llenberi Koordinabtor Pertahanan/Keamanan, lMenteri/Panglima
Angltatan Darat, ilenteri Urusan Anggaran Negara dan Menterid
Urusan Fendapatan, Pemblajaan dan Pengawasane.

MEMUTUSK AN : $

e

Menebtapkan :

g-Per'bama ¢ lenghentikan status sebagal perusahaan menurut Indische
Bedrijven Wet dari Perusashaan Reproduksi & Pertjetakan dari

Direktorat Topografi Angkabtan Darabt.”

ilemberi status lembaga kepada Direktorat Topografi Angkatan

Darat termasuk Perusahaan Reproduksi & Pertjetakan dengan

ketenbuan-lktetentuan sebagai berikut :

Kedua

I. a. Anggaran Pendapatan dan Belandja tahunan dari Direk-—
Ttorat Topografi Angkatan Darat Jang berstatus lembaga
dizan direntjangkan sebjara chusus oleh lenteri Koor-—-
dinator Pertanhanan/Keamanan bersama Menteri/Panglima
Anglkatan Darat dan Menteri Urusan Anggaran Negara.

b. Pelaksanaan pembiajaan melalul sistim kredit perben-—
daharsan sebagal sempai kini dilekukan bterhadap Peru-
sahaan Reproduksi & Pertjetckan akan tetap berlang-
sung untuk sementara terhadap Direlktorat Topografi
Angkatan Daralt jang berstatus lembaga.

12l jang belum digtur dalam Keputusan Presiden ini

II. Hal-t : LU .
ditebapkan oleh Menteri,Panglima Angkatan Darat.

Ketiga eececces




Ketiga

SALINAN
1.

2e
Se

5.

A@ai.' ?.
’ 8 L ]

9.

10.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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¢ Keputusan ini mulai berlszku pada tanggal 1 Djanuari 1965,

surat keputusan ini disampaikan kepada :

Para VWakil Perdana Menteri,

Para lenteri Koordinator,

Para llenteri,

Pimpinan M.P.R.3.,

Pimpinan D.P.R. = G.K.,

Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan,
Menteri / Sekretaria Negzara,

Menteri 7/ Sekretaris Presidium Kabinet,
Staf Angkatan Bersendjata,

Direktorat Topografi Angkatan Darat.-—

Ditetapkan di Djakarta.
Pada tanggal : 5 Nopember 1964.

Y PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
j ,

———

DR. SUBANDRIO,-




